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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan analisis yang dilakukan 

penulis terhadap data-data yang dikumpulkan, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Pengaturan putusan serta-merta menjadi hal yang dipandang serius oleh 

Mahkamah Agung mengingat banyaknya SEMA yang telah diedarkan. 

Berbagai macam SEMA yang di edarkan tersebut banyak dilatar belakangi 

karena tidak diindahkannya peraturan induk atau dalam hal ini Pasal 180 ayat 

(1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Ketidakefektifan berbagai macam SEMA 

yang dikeluarkan Mahkamah Agung terletak pada tidak adanya kekuatan 

mengikat yang memaksa agar hakim mentaati ketentuan dalam SEMA-SEMA 

tersebut. Hanya SEMA No.3 Tahun 2000 yang menggagas untuk memberikan 

tindakan tegas terhadap hakim yang tetap melakukan penyimpangan terhadap 

ketentuan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SEMA yang berlaku 

sekarang yaitu SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 lebih 

memberikan keadilan dan menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan 

kelima SEMA sebelumnya. SEMA No.3 Tahun 2000 memberikan ketegasan 

tentang kewajiban pemberian jaminan dan hanya perkara-perkara tertentu yang 

dapat dilaksanakan putusan serta-merta. 
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B. Saran 

1. Seharusnya masalah yang cukup serius seperti putusan serta-merta ini 

tidak hanya diatur dalam SEMA tetapi PERMA, karena PERMA memang 

memiliki keunggulan  dibandingkan SEMA baik dari segi jangkauan, daya 

mengikat maupun tingkat kebutuhan mendesaknya. 

2. Sebenarnya SEMA No.3 tahun 2000 sudah memberikan suatu pedoman 

yang ketat tentang pelaksanaan putusan serta-merta tetapi jika putusan 

serta-merta lebih banyak mempersulit masalah dibandingkan 

mempermudah masalah, itu bukan terletak pada substansi hukumnya 

melainkan pada pelaksanaannya baik di pengadilan tingkat pertama 

maupun kedua. Jadi seharusnya pelaksanaan putusan serta-merta harus 

lebih diperketat. 
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